BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan proses perizinan berusaha
di daerah diperlukan sistem pelayanan terpadu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha di
Daerah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pendelagasian Kewenangan
Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di .
Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270); gP



3.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2
Tahun 2023 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 148). ‘}b



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
Timur.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu.

Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari badan
atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha
melalui sistem Online Single Submission untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas
sahnya non perizinan dan non perizinan berusaha kepada seseorang
atau organisasi dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pendelegasian seluruh Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas. 53
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memudahkan seluruh proses
penyelenggaraan Perizinan di Daerah agar lebih efektif dan efisien.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha di
Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perizinan berusaha berbasis risiko;
b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
c. perizinan dan non perizinan berusaha.

(3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung
jawab Kepala Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), meliputi sektor:

pertanian;

lingkungan hidup;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;

pendidikan dan kebudayaan;

SR ™0 a0 o

ok

pariwisata;
pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan

o

ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan,
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. “P



o Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. c)b

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Oktober 2023
BUPATI LUWU TIMUR,
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BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Oktobbr
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 80
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